Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4{ TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10) dan
sehubungan dengan meningkatnya aktivitas pemanfaatan
tanah dan menurunnya tingkat kualitas daya dukung alam,
serta untuk kelancaran pembangunan maka perlu mengatur
izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagai instrumen dalam
mengendalikan pemanfaatan ruang;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanabh.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156);

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan
Perumahan dan Permukiman,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi
dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat I Ngawi;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2009
tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2009 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2011 Nomor 10);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menetapkan :

dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

Bupati adalah Bupati Ngawi.

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau

badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak
atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam
rangka penanaman modal dan perolehan izin penggunaan
pemanfaatan tanah.

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya
disebut (IPPT) adalah pemberian izin yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga,
badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk
kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka
izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
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8. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

9. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah
tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

10. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah
ditetapkan.

12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan
tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemberian izin penggunaan
pemanfaatan tanah untuk :

a. jenis kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha dalam pemanfaatan
tanahnya dapat menimbulkan dampak pada struktur ekonomi, sosial dan
lingkungan; dan

b. bangunan dan termasuk lahan yang menjadi bagian dari kegiatan
pembangunan dan/atau kegiatan usaha dengan batasan luas tanah
tertentu sesuai jenis kegiatan usahanya, meliputi :

1. luas tanah minimal 500 M2 (lima ratus meter persegi) :

a) perkantoran (pemerintah, swasta);

b) fasilitas umum (pendidikan, kesehatan);

c) pertokoan (toko, rumah toko, rumah kantor);

d) pergudangan;

e) industri (besar, menengah dan kecil);

f) pariwisata (tempat wisata/rekreasi);

g) perhotelan;

h) restoran/rumah makan;

i) fasilitas olahraga;

j) bangunan menara telekomunikasi (tower);

k) bangunan pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU, SPBE,
SPBN);

1) bangunan jasa komersial lainnya.

2. rencana pembangunan untuk kegiatan usaha dengan batasan tanah
lebih dari 2.500 m2? (dua ribu lima ratus meter persegi) harus
mendapatkan rekomendasi dari BKPRD.
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BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kebutuhan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan),
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang
Kota (RTRK);

b. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan
arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten, dan arahan zona pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);

c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penggunaan dan
pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian
pemanfaatan tanah;

d. menjamin kepastian hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan
tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Pasal 4

(1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dan arahan zona
pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

(2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan
ekosistem alami.

(3) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.

(4) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling
bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai
tambah terhadap penggunaan tanahnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan dan

pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Kecamatan (RDTRK) sesuai dengan ketentuan di bidang penatan
ruang.
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Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. lahan berigasi;
b. lahan reklamasi; atau
c. lahan tidak beririgasi.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada hasil koordinasi antara BAPPEDA, Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan
instansi terkait lainnya.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan seluas 41.523 Ha dan tersebar dalam 19 (sembilan
belas) wilayah Kecamatan, yang luasannya didasarkan pada studi
penentuan luasan dan delinasi petanya.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima)
tahun.

Luas sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah
harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh mengorbankan kepentingan
umum, yaitu :

a.

rencana dan pengembangan lokasi harus menyediakan, antara lain :

1. akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi dan lain
sebagainya kepada masyarakat umum di dalam dan sekitar lokasi tanah
yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan,;

2. sarana dan prasarana publik (fasos dan fasum) dan

mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana yang ada sesuai

dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah setempat.

sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah

industri yang dimohon;

ruang terbuka hijau;

sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori,

terasering, sodetan, dan lain sebagainya; dan

sarana dan prasarana seperti tempat parkir, tempat ibadah sesuai

dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi

penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan,
dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas (restoran,
pusat perbelanjaan, dan sebagainya).

o R »
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b. terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bidang-bidang tanah
yang berada di sempadan waduk, atau sempadan sungai, antara lain :

1. tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai waduk atau
sungai; dan

2. harus menyediakan dan atau meningkatkan kualitas sarana akses yang
sudah ada.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka penggunaan
dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti
Rencana Tata Ruang Wilayah yang terakhir.

Pasal 9

(1) Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah
penggunaan tanahnya.

(2) Peningkatan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan hak atas tanahnya serta kepentingan masyarakat.

Pasal 10

Pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkamn: untuk
kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung

Pasal 11

(1) Peralihan dari lahan sawah ke lahan darat maupun dari lahan darat ke
lahan sawah, harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

(2) Pemberian rekomendasi peralihan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD membidangi pertanian.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

(1) Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang menggunakan tanah untuk
kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan lain yang
berdampak pada struktur ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan wajib
mendapat izin penggunaan pemanfaatan tanah dari Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah
adalah tanah yang menurut tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi
kegiatan pembangunan fisik dan/atau keperluan lain yang berdampak
pada struktur ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

(3) Bagi setiap pemegang izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perubahan dokumen izin,
dikenakan persyaratan izin baru.
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(4) Setiap izin penggunaan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi
kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dan
arahan zona pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan Perkotaan dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin
penggunaan pemanfaatan tanah.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan kepada SKPD teknis yang membidangi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;

d. pencabutan izin;

e. pembatalan izin;

f. pemulihan fungsi ruang;

g. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang pertanahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang pertanahan daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseoarang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
pertanahan daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang pertanahan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

e

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang
dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tangggal \ Okbber 208

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 'Y Ugsatker 208

SEKRETARIS DAERAH Q\.BUPATEN NGAWI,

ttd

ISW.
LEMBARAN DAE UPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 04



